
Menimbang 

Mengingat 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR 16 TAHUN 2009 

TENTANG 

PAJAK RESTORAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

a. bahwa sebagat dasar hukum pemungutan pajak res1oran yang 

merupakan salah satu sumber pernbiayaan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan den pombangunan daerah 

dalarn rangka meningkatkan dan merneratakan kesejahteraan 

rnasyarakat. telah diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 tahun 1998 tentang Pajak 

Hotel dan Restoran; 

b. bahwa dengan dilaksanakannya penataan organisasi perangkat 

daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan perubahan atas 

beberapa Peraluran Perundang-undangan yang menjadi dasar 

hukum pernbentukannya, maka ketentuan yang mengatur Pajak 

Restoran dalarn Peraturan Daerah sebagairnana dirnaksud pada 

huruf a perlu dltinjau kembali dan disesuaikan: 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirr,aksud datam 

huruf a dan huruf b, perlu rnembentuk kernbali Peraturan Daerah 

tentang Pajak Restoran; 

1. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (lemberan Negara Republlk Indonesia Tehun 1981 

Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209): 

3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Alas 

Undang-Undang Republlk Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor '101\8); 

4. Undang-Undang Nornor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republlk 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2000 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 1997 tentang Penaglhan Pajak dengan Surat Paksa 

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, 

Tambahan Lemba.ran Negara Republlk Indonesia Nomor3987); 

5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 

Pajak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

27, Tembehan Lembaran Negara Repub6k Indonesia Nomor 

4189); 

6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenta~ Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndone~ia 

Nomor 4355); 

7 Undang-Undang Nomor ·1 o Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik 

Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

., 
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8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan 

Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Republlk 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Republik lndoneS1a Tahun 2008 Nemer 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844): 

9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan An1ara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republll< Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang PaJak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4138); 

11 . Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 temang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, den Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4 737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nemer 4 7 41 ); 

13. Peraluran Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang

undangan: 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas 

Nomor 1 1 Tahun 1985 1entang Penunjukan, Pengangkatan, 

Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai 

Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat II 

Banyumas Tahun 1986 Nomor 5 Seri D): 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerlntahan Yang Menjadl Kewenangan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5, Seri EJ, 

16. Peraturan Oaerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun zooe 
temang Organisasi dan Tata Ke~a Dlnas Daerah Kabupalen 

Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 

2008 Nomor 2, Seri D}; 

17. Peraturan Oaerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupatcn 

Banyumas Tahun 2008 Nomor 3, Seri D); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 

lentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3, Seri E). 

Dengan Persetujuan Borsama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

Menetapkan 

dan 

BUPATI BANYUMAS 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN OAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraluran Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daereh adalah Ka'oupaten Banyumas. 



5

2. Pemerintah Oaerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Oaerah. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas. 

4. Bupatl adalah Bupati Banyumas. 

5. Dinas adalah Dinas Daerah yang membidangi tugas pendapatan daerah. 

6. Satuan Polisi Pamong Praj.a yang setanjutnya disebut Saipol PP adalah Saluan 

Palisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas. 

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi lugas tertentu d, bidang perpajakan daerah 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

8. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas 

pelayanan restoran. 

9. Restoran atau Rumah Makan adalah tempat menyantap makanan dan/atau 

minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidal< tennasul< usaha jasa 

bog a atau katering. 

10. Pengusaha Restoran adalah O(ang pribadi atau badan yang menyelenggarakan 

usaha Restoran untuk dan atas namanya sendlri atau untuk dan atas nama pihak 

lain yang menjadi tanggungannya. 

11 Surat Pemberitahuan Pajak Oaerah yang selanJutnya disingkat SPTPO adalah 

surat yang digunakan oleh wajlb pajak untuk melaporkan penghitungan dan 

pembayaran Pajak Restoran yang terutang menurut Peraturan Perundang

undangan PerpaJakan Daerah. 

12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang 

digunakan oleh wajib paJak untulc melakukan pembayaran atau penyetoran pajak 

yang terutang ke Kas Daerah a1au Ke tempat lain yang dltetapl<an oleh Bupatl. 

13. Surat Katetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPO adalah surat 

keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang. 

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB 

adalah surat keputusan yang menentukan besamya jumlah pajak yang tarutang, 

jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pok.olc pajak, besarnya sanksi 

administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kunmg Bayar Tambahan yang selanjutnya 

disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan alas 

jumlah pajak yang ditetapkan. 
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16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dis1ngkat SKPDLB 

adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak 

karena Jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak 

seharusnya terutang. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nlhil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah 

surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besamya 

dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit paiak. 

18. Surat Tagihan Pajak Oaerah yang selanjutnya dis1ngkat STPD adalah surat untuk 

melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administras1 berupa bunga dan/atau 

denda 

19. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan 

paJak. 

20. Badan adalah suatu Badan Usaha yang mellpuli Perseroan Terbatas, Perseroan 

Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 

Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firms, Kongsi, 

Koperasi. Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk 

Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 

21 . Utang Pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, pada masa pajak 

da!am tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan perpajakan. 

22. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari 

suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu. 

23. Penyldlkan Tindak Pldana adalah serangk.aian tindakan yang dllakukan oleh 

penyid k untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang tindak pidana dibidang Pajak Daerah yang terjadi, serta menemukan 

tersangkanya. 

24. Penyidik adalah Pejabat Polisl Negara Republlk Indonesia atau Pejabat Pegawal 

Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oteh Undang-Undang 

untuk melakukan penyidikan. 

25. Penyidik Pegawai Negerl Slpll adalah Pejabat Pegawal Negeri Sipll tertentu di 

Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberl wewenang khusus oleh Undang

Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah. 
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BAB II 

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK 

Pasal 2 

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas seUap pelayanan di restoran. 

Pasal 3 

( 1) Obyek pajak adalah pelayanan yang disediakan di restoran dengan pembayaran. 

(2) Obyek pajak sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan makanan 

dan/atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilltas penyantapannya dan 

yang dibawa pulang. 

(3) Tldak termasuk obyek pajak sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pelayanan usaha jasa boga/katering 

Pasal4 

(1) Subyek pajak adalah orang pribadl aiau badan yang melakukan pembayaran 

kepada restoran. 

(2) Wajlb pajak adalah pengusaha restoran. 

BAB Ill 

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK 

Pasa15 

Dasar pengenaan pajak adalah Jumlah pembayaran yang dDakukan kepada restoran. 

Pasal6 

(1) Wajib Pajak dalam memungut pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

menggunakan nota, nota pesanan a1au sejenisnya. 

(2) Salinan nota, nota pesanan atau sejenisnya yang sudah dipergunakan disimpan 

oleh Wajib Pajak sebagai buk1i dalam pembuatan SPTPD. 

Pasal 7 

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 
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BABIV 

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK 

Pasat8 

(1) Pajak yang terutang dipungut di Daerah. 

(2) Besamya pajak yang terulang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengen dasar pengcnaan pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

BABV 

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN 

SURAT PEMBERJTAHUAN PAJAK DAERAH 

Pasal9 

Masa pajak adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takw;m. 

Pasal 10 

Pajak terutang dalam masa pajak !erjadl pada saat pel;iyanan di restoran. 

Pasal 11 

(1) Setiapwajib pajaK wajib mengisl SPTPD. 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) harus diisi rlengan jelas, benar dan 

lengkap serta ditandatangani oteh wajib pajak atau kuasanya. 

(3) SPTPD yang dimaksud pada ayal (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 

{lima betas) hari selelah berakhirnya masa pajak. 

(4) Benluk, isl dan \ala cara pengislan SPTPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Bupati 

BAB VI 

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK 

Paaal 12 

(1) Berdasarkan SPTPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Bupati 

rnenetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPO. 



9

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lidak atau kurang dlbayar 

setelah lewat waktu paling lama 30 (tlga puluh) hari sejak SKPD diterima, maka 

dlkenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan 

dan ditagih dengan menerbilkan STPD. 

Pasal 13 

(1) Wajib paJak yang membayar sendiri, SPTPD sebageimane dimaksud dalam Pasal 

11 ayat ( 1) dlgunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak 

sendiri yang terutang. 

(2) Oalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat lerutangnya pajak, Bupati dapat 

menerbit.'<an : 

a. SKPDKB; 

b. SKPDKBT: 

c. SKPDN. 

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan : 

a. jika berdasarkan hasil pemerlksaan atau keterangan lain pajak yang terutang 

tidak atau kurang dlbayar. dikenakan sanksi admrnistrasi berupa bunga sebesar 

2% (dua persen) sebulan dihitung darl pajak yang kurang atau terlambat 

dibayar untuk 1angka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung 

sejak saal te, ulangnya pajak; 

b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan 

telah ditegur secara tertulis, dlkenal<an sank.Si administrasi berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan dlhltung dari pajak yang kurang a\au 

lerlambal dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 

dihitung :iejak saat terutang pajak; 

c. jlka kewajiban menglsi SPTPD ndak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung 

secara jabatan, dan dikenakan sanksi adminstrasi berupa kenaikan sebesar 

25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah senksi adminsitrasi 

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dih~ung dari pajak yang 

kurang atau Ierlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 

empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan jika dltemukan 

data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan ]umlah 

pajak yang lerutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 

100% (seratus persen) darl jumlah kekurangan pajak tersebul 
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(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan jika jumlah pajak 

yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredil kekurangan pajak tidak 

terutang dan tidak ada kredit pajak. 

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, tidak atau tidak 

sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan 

menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi admInistrasI berupa bunga 2% (dua 

persen) sebulan. 

(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan 

pemeriksaan. 

BAB VII 

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK 

Pasa f 14 

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh 

Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan 

STPD 

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di 1empat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan 

pajak harus disetor ke Kas Daerah selembet-lambatnya 1 X 24 jam (satu kali 

duapuluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. 

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 

dengan menggunakan SSPD. 

PasaJ 15 

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. 

(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak unluk mengangsur pajak 

1erutang dalam 1<urun waktu tenentu, setelah memenuhi persyaratan yang 

dilenlukan. 

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus 

dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% 

(dua persen) sebulan darl Jumlah pajak yang belum atau kurang dlbayar. 
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(4) Bupati dapa1 memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda 

pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi 

persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan 

dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. 

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara 

pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (4) diatur leb1h lanjut dengan Peraturan Bupati 

Pasal16 

(1) Atas pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diberikan tanda 

bukti pembayaran dan dicatnt dalam buku penerimaan. 

(2) Bentuk jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerlmaan PajaK 

sebagairnana dimaksud pada ayal (1) dialur lebih lanjul dengan Peraluran Bupati. 

BAB VIII 
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK 

Pasal 17 

(1) Sura! teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal 

tmdakan pelaksanaan penaglhan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh 

tempo pembayaran 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat 

peringatan atau sur::-11 lain yang sejenis. wajib pajak harus meluna~i pajak yang 

terutang. 

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. 

Pasal 18 

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 

sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringa1an atau surat lain 

yang sejeniS. jumlah pajak yang harus dibayar ditaglh dengan surat paksa. 

(2) Pejabat meneroitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari 

sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. 
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Pasal 19 

ApabIfa pajal< yang harus dibayar tidal< dilunasi dalam Jangl<a waktu 2 X 24 jam (dua 

1<an duapuluh empat Jam) sesudah tanggal pembentahuan surat paksa, Pejabat segera 

menerbilkan Surat Perintah Melaksanakan Penyttaan. 

P1u1al 20 

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum melunasi uang pajaknya, setelah 

lewat 10 (sepuluh} hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Penntah MelaKsanakan 

Penynaan, PeJabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada 

Kantor Lelang Negara. 

Pasal 21 

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal jam dan tempat pelaksanaan 

lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulls kepada wajib pajal<. 

Pasal 22 

Bentul<, Jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak 

dlatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupali. 

BABIX 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK 

Pasal23 

(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberlkan pengurangan, 

keringanan dan pembebasan paJal<. 

(2) Tata cara pemberian pengurangan. keringanan dan pembebasan pajak 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BABX 

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, 

PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU 

PENGURANGAN SANKSI AOMINISTRASI 

Pasal 24 

(1) Bupatl Karena jabatan atau alas permohonan wajib pajak dapat : 

a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam 

penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atflu kekelirvan 

dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Oaerah: 
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b membatalkan atau mengurangkan ketetapan oajak yang tidak benar: 

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksl administrasi berupa bunga, denda 

dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena 

kekhilafan wajlb pajak atau bukan karena kesalahannya 

(2) Pem1ohonan pembelulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan 

atau pengurangan sanksi adminsitrasi alas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD 

sebagaimana dlmaksud dalam ayat (1), harus d1sampaikan secara tertulis oleh 

wajib pajak kepada Bupati, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

diterima SKPD, SKPDKB. SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang 

Jelas 

(3) Bupatl paling lama 3 (bga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) d1terima. sudah harus memberikan keputusan. 

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Bupati tidak memberlkan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, 

pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi admlnistrasi 

dianggap dikabulkan. 

BAB X.I 

KEBERATAN DAN BANDING 

Pasal 25 

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati alas suatu : 

a. SKPD; 

b. SKPDKB: 

c. SKPDKBT; 

d. SKPDL; 

e. SKPDN. 

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaIkan 

secara tertulIs dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tlga) bulan sejak tanggal 

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN dilerima oleh Wajib Pajak, 

kecuall apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jengka waktu it~ tidak dapat 

dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(3) Bupatl dalam jangka waktu paling lama 3 (tlga) bulan sejalc tanggal surat 

permohonan keberatan sebagaimana dirneksud pada ayat (2) diterima, $udah 

memberikan keputusan. 
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(4) Apabila setelah lewal waklu 3 (liga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan kebcratan dianggap dikabulkan. 

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidal< menunda 

1<ewajlban membayar pajal<. 

Pasal26 

(1) Wajib paiaJ< dapat mengaJul<an banding kepada Sadan PenyetesaIan Sengketa 

Pajak dalam jangka waklu 3 (liga) bulan setelah diterimanya kepulusan keberatan. 

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda 

kewajiban membayar pajak. 

P11sal 27 

Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding 

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, 

kelehihan pembayaran Pajak dikemballkan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 

2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

BABXII 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAVARAN PAJAK 

Pasal 28 

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak kepada Bupati secara tenulls dengan menyebutkan sei<Urang-kurangnya . 

a. nama dan alamal wajib pajak, 

b. Nomor Wajib Pajak OaenJh (NPWPD); 

c. masa pajak; 

d. besarnya keleblhan pembayaran pajak: 

e. alasan yang jelas. 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterlmanya 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagairnana dirnaksud 

pada ayat (1) harus memberikan keputusan. 

(3} Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampaui, Bupati 

tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian ~.elebihan pembayaran 

Pajak dianggap dikabulkan dan SKPOLB harus diterbitkan dalam waktu paling 

lama 1 (satu) bulan. 
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(4) Jika wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi 

terlebih dahulu utang pajak dimaksud. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak d1lakukan dalam waktu paling lama 2 

(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah 

Membayar Kelebihan Pajak {SPMKP). 

(6) Apabila pengemballan kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 

2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 

sebesar 2 % (dua persen) sebulan atau keterlambatan pembayaran l<elebihan 

pajak. 

Pasal 29 
Dalam hal keleblhan pembayaran pajak dlperhltungkan dengan utang pajak lalnnya, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan 

cara pemindahbukuan dan buktl pemlndahbukuan juga beriaku sebagal bukti 

pembayaran. 

BAB XIII 

KADALUWARSA 

Pasal30 

(1) Mak unluk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka 

waktu 5 (llma) tahun terhitung sejak ten.itangnya pajak, kecuali jika wajib pajak 

melakukan tindak p<dana di bidang perpajakan Daerah. 

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayal (1), tertangguh 

dalam hal : 

a. dlterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ; 

b. ada pengakuan ulang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak 

langsung. 

BAB XIV 

PENYIDIKAN 

Pasal31 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerlntah Oaerah diberi 

wewenang khusus sebagai penyidlk untul\ melakukan penyidikan tlndak pidana di 

bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 

8 Tanun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

., 
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(2) Wewenang Penyidik sebagalmana dlmak.sud dalam ayat (1) adalah : 

a. menerima, mencarl, mengumpulkan, dan menelili keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana di bldang perpajakan Daerah agar kcterangan 

atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari. dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pnbadl atau 

badan tentang kebenaran perbuatan yang dllakukan sehubungan dengan lindak 

pldana perpajakan Daerah tersebul; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 

sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; 

d. merneriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokt.rnen-dokumen lain berkenaan 

dengan tindak p1dana di bldang perpajakan Daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk rnendapatkan bahan bukti pembukuan, 

pencatatan. dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan peny1taan terhadap 

bahan bul<ti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahfi dalam rangka pefaksanaan tugas penydikan 

tindak pidana di bldang perpajakan Daerah: 

g. menyuruh berhentl, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang 

dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e; 

h. memotret seseorang yang berkaltan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; 

i. memanggif orang untuk didengar keterangannya den diperiksa sebagai 

torsangka atau saksi; 

]. menghentikan penyidikan: 

k. rnetakukan llndakan lain yang perlu untuk kelancaran penyld1kan tindal< pidana 

di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipartanggung

jawabkan. 

(3) Penyidik sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) mernberitahuk.an dimulainya 

penyidlkan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, 

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahuo 1981 

tentang Hukum Acara Pidana, 
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BAB XV 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal32 
(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampalkan SPTPD atau mengisl 

dengan tidak benar atau lidak fengkap a1au melampirkan keterangan yang tidal< 

banar sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling 

lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua} kah jumlah pajak yang 

terutang. 

(2) 1Najib pajak yang dengan sangaja tidak menyampalkan SPTPD atau mengisl 

dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak 

benar sehingga merugikan keuangan daerah diancarn p1dana penjara paling Jama 

2 (dua) tahun danlatau denda paling banyak 4 (empat) Kali Jumlah pajak yang 

terutang. 

Pasal 33 

Tlndak pidana sebagaimana dimaksud dalam Passi 32 ayat (1) dan ayat (2) tldak 

dituntut setelah melampaut Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya 

pajak atau berakhimya masa pajak. 

BAB XVI 

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal34 

(1) Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini. 

(2) Pengawasan umum alas pelaksanaan Peraturan Oaerah ini dllakukan oleh 

Perangkat Oaerah yang membidangi lugas pengawasan. 

(3) Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satpol PP. 

(4) Untuk kepentingan pelaksanaan dan penegakan Peraturan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diberik.an biaya operasional yang besarnya 

d itetapkan oleh Bupati. 

BAB XVII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 35 

Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis 

pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati 
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Pasal36 

Pada saat Peraturan Daerah inl mulai ber1aku, maka ketentuan-ketentuan yang 

mengatur Pajak Restoran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Banyumas Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1998 Nomor 11 Seri A Nomor 4) dicabut 

dan dlnyataKan lldak berlaku. 

Pasal 37 

Peraturan Daerah ini mulal berlal<u pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraluran Daerah inl 

dengan penempalannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. 

Ditetapkan di Purwol<erto 

pada tanggal 1 JUli 200':i 

BUPATI B 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR \b TAHUN 2009 

TENTANO 

PAJAK RESTORAN 

I. PENJELASAN UMUM 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemenntahan Daerah sebagaImana telah beberapa kali dIubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenn1ahan Daerah, pajak deerah 

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah agar dapat melaksanakan 

ofonomi daerah, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, 

disamping sumber pendapatan daeran lain'lya. Sumber pendapatan daerah 

tersebut diharapkan menjadi sumber pemo,ayaan penyelenggaraan pemermtahan 

dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan rnemeralakan ke:;ttjahle,aan 

masyarakat. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 ten1ang Pajak Daerah 

dan Relrlbus1 Daerah sebagaimana talah diubah denoan Undllng-Undang Nomor 

34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah oan Ketnbus, Oaerah, serta Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Ta'lun 2001 rentang PajaK Daerah, Pajak Daerah clltetapkan 

dengan Peraluran Daerah. 

Sebagai dasar hukum pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyumas 

telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat II Banyumas 

Nomor 7 Tahun 1998 lentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1998 Nomor 11 Seri A Nomor 4), 

namun dengan dilaksanakannya penataan organisasl perangkat daerah di 

lingkungan Pemerintal1 Kabupaten Banyurnas berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangket Deerah, yang membawa 

konsekuensi berubahnya perangkat daerah yang berwenang melakukan 

pemungutan pajak daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 1998, dan perubahan atas beberapa Peraturan Perundang-undangan yang 

menjadl dasar hukum pembentukannya, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 

1998 lersebul perlu dilinjau kernbali dan disesuaikan. 
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Pasal 1 

Cukup jelas 

Pasal 2 

Cukup Jelas. 

Pasal3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas 

Pasal 7 

Cukup jelas 

Pasal8 

Cukup ]elas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 : 

Cukup jelas. 

Pasal 11 : 

Cukup jelas 

Pasal 12 : 

Cukup jelas. 

Pasal 13 : 

Cukup jelas. 

Pasal 14 : 

Cukup jelas 

Pasal 15 : 

Cukup jelas 

Pasal 16 : 

Cukup jelas 

P.:isal 17 · 

Cukup Jelas 

Pasal 18: 

Cukup jelas 
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Pasal 19 : 

Cukup jelas 

Pasal 20 : 

Cukup jelas. 

Pa:;al 21 . 

Cukup jelas 

Pasal22 : 

Cukup jelas 

Pasal23 : 
(), ~~~\ ll) . '',c, i<J "\ 
/ a~oL ('-) Dasar pembenan pengurangan, kennganan can pembebasan paJak dapat 

j 

dlberikan dengan mempertimbangkan antara lain l<emampuan membayar 

Wajib pajak. 

Pasal 24: 

ayat (1) 

huruf a 

Cukup Jelas. 

huruf b 

Bupati karena jabatannya, dan berlandaskan unsur keacli\an dapat 

membatalkan atau rnengurangkan ketetepen pejek yang tidek benar, 

misalnya lNajib Pajak yang dltolak pengajuan ~eberatannya karena tldak 

memenuhi persyaratan formal (memasukkan Surat Kebe·aran tidak pada 

waktunya) meskipun persyaratan materiil terpenuhi . 

huruf c 

Cukup jelas. 

ayet (2) 

Cukup jelas. 

ayat (3) 

Cukup jelas. 

ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 25. 

Cukup jelas. 

Pasal 26· 

Cukup jelas. 

Pasal27· 

lrnbalan bunga dihitung seJak bulan pelunasan sampal dengan 

dHerbitkannya SKPDLB. 

P~sa:1::2&. 

21 
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ayat (1) 

Cukup jelas 

ayat (2) 

Cukup jelas 

ayat (3) 

Cukup jelas 

ayat (4) 

Cukup jelas. 

ayat (5) 

Cukup jelas. 

ayat (6) 

Besamya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan 

pembayaran paJak dlhitung dan batas waktu 2 (dua) bulan seJak 

dite1bitkannya SKPDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran 

kelebihen. 

Pasa129: 

Cukup Jelas. 

Pasal 30: 

ayat (1) 

Saal kadaluwarsa penagil1an pajak dilelapkan untuk mernberikan 

kepastian hukum kapan hutang pajak tersebut t1dak dapat dijagih lagi. 

ayat(2) 

huruf a 

Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa; kadaluwarsa 

penag1han d1h1tung seJak tanggar penyampaian Surat Paksa tersebut. 

huruf b 

Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung adalah 

Wajib Pajak dcngan kcsadarannya menyatakan maslh mempunyal utang 

pajak dan belum mel1 rnasinya kepada Pemerintah Daerah 

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah 

Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung men'(alakan bahwa ia 

mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah. 

Conteh : 

Pesel 31 : 

- Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran/penundaan 

pembayaran; 

- Wajib Paj;;k mengajukan permohonan keberatan. 

22 



23

Cukup jelas 

Pasal 32 : 

ayat (1) 

Dengan adanya sanksl pldana, dlharapkan ttmbul kesadaran wajib pajak 

untuk memenuhi kewajibannya, yang dimaksud dengan kealpaan berarti 

tidak &engaja, lalai lidak hati-hati atau kur.:ing mengindahkan 

kewaj bannya, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan keru91an 

keuangan Daerah. 

ayat (2) 

Perbuatan atau tIndakan sebagamana d1maksud dalarn ayat InI yang 

dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat dari pada 

alpa, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi Diierah. 

Pasal 33 : 

Ketentuan inl dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum bagl 

Wajib Pajak. Penuntut Umum dan Hakim. 

Pasal 34 : 

Cukup Jelas. 

Pasal 35 : 

Cukup jelas. 

Pasal 36 · 

Cukup Jelas. 

Pasal 37 : 

Cukup Jelas. 


